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Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali
Organisasi dan Tata Kefa Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat:

. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi iran Jaya
Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Daerah Provinsi Iriaf
Jaya Barat, perlu disesuaikan dengan pemberlakuan
Peraturan Pemerintan Nomor 41 ‘Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Papua Barat.



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indaonesia Tahun 1945; ‘

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907):;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

4. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indanesia Nomor 4737):



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang OQrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

2. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 4 Tahun
20086 tentang Pembentukan Susunan Qrganisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat
Tahun 2006 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISAS!I DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat;

5. Pimpinan DPRD Provinsi adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi
Papua Barat;

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Barat;

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah

Pravine: Paniia Rarat



8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Papua Barat;

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRD Provinsi adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua Barat:

11. Bagian adalah Bagian-Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Papua Barat;

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian-Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat;

13. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat
DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris
Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkeordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan dan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat
DPRD menyelenggarakan fungsi: .

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD:;

C. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d

- penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan'oleh DPRD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan:

b. Bagian Persidangan, membawahkan :
1) Sub Bagian Persidangan;
2) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Perundang-undangan.

¢. Bagian Umum, membawahkan :
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan:
3) Sub Bagian Perjalanan dan Transportasi.

d. Bagian Keuangan, membawahkan :
1) Sub Bagian Anggaran;
2) Sub Bagian Pembayaran; ‘
3) Sub Bagian Pembiukuan dan Pertanggungjawaban.



e. Bagian Kehumasan, membawahkan :
1) Sub Bagian Humas dan Protokol;
2) Sub Bagian Pengaduan Masyarakat:
3) Sub Bagian Perpustakaan dan Pengkajian.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai bidang keahlian
dan keterampilannya.

Pasal 8

(1) Kelompok_; Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari
sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompak sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.



Pasal 10

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan
masiﬁg-masiﬁg dan biia terjadi penyimpangan agar mengambil Iéﬁgkéﬁ-léﬁgk—éh
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepaﬁé bawahan
serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau Satuan Organisasi
lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut.

(9) Dalam penyampaian laporan tembdsannya wajib disampaikan kepada Satuan
Qrganisasi lain yang secara fungsional dan mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya Setiap Pimpinan Satuan Organisaéi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah waijib memberikan bimbingan kepada
bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.

(7) Dalam hal Sekretaris Dewan berhalangan dapat menunjuk salah seorang Kepala
Bagian untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dewan.

BAB Vili
ESELONERING
Pasal 11

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural
eselon ll.a

(2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon lll.a
(3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon 1V.a

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dengan persetujuan DPRD.



(2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
diangkat dan diberhentikan aleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan
Kewenangan Gubernur.

(4) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Pembiayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja, rincian tugas dan hal-hal yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(3) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya. sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
peraturan daerah ini.



Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Februari 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPTD

ABRAHAM O. ATURURI
Diundangkan di Manokwari

pada tanggal 24 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINS| PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 33

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS BDAERA
KEPALA 2 R

PROYINSI PAPUA BARAT

A. RAZAK, SH
“embina Tk. |
NIP. 840 011 159

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

Menteri Dalam Negri di Jakarta;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta:

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;

Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
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